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ABSTRAK 

 

FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG BADAN KESBANGPOL DALAM 

PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA MEDAN 

 

OLEH: 

 

AISYAH RAHMI DALIMUNTE 

1903100067 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fungsi 

pengawasan langsung oleh Badan Kesbangpol dalam penertiban alat peraga 

kampanye (APK) di Kota Medan. Dalam konteks pemilihan umum, pengawasan 

terhadap APK menjadi sangat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, 

dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol 

memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait 

APK, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Temuan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

strategi pengawasan yang lebih efektif dan adaptif serta memperkaya diskursus 

akademik mengenai peran pengawasan dalam pemilu di Indonesia. 

Kata Kunci: Pengawasan Alat Peraga , Kampanye, Kesbangpol 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran suatu 

kegiatan operasional dan hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran 

dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan dalam 

usaha menjamin bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijakan, 

strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan 

dan ditetapkan sebelumnya dalam wadah yang telah disusun. 

Jika dilihat dari segi prosesnya, maka apabila suatu rencana atau program 

kerja yang sedang dilaksanakan, serta merta pengawasan diperlukan untuk 

mengukur kemajuan yang telah dicapai, melihat apakah penyimpangan terjadi dan 

mengambil langkah-langkah perbaikan dalam proses pelaksanaan itu apabila 

diperlukan. Dengan perkataan lain, pengawasan berusaha mencegah terjadinya 

penyimpangan arah yang ditempuh oleh organisasi dari arah yang telah ditetapkan 

untuk ditempuh. 

Kegunaan dari pengawasan yaitu untuk mendukung penegakan hukum 

(handhaving), warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang yang 

bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan, penyuluhan, anjuran, 

peringatan dan nasehat. Alasan dilakukan pengawasan adalah koordinasi, 

mencegah atau mencari penyelesaian konflik/perselisihan. 

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah para pelaksana telah 

berbuat sesuai dengan rencana yang telah disusun, apakah segala sesuatunya telah 

1 
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berjalan sejalan dengan prinsip yang telah ditetapkan dan apakah segala sesuatu 

telah berjalan secara efisien dan apakah efisiensi itu dapat ditingkatkan lebih 

besar. Dengan demikian tujuan dari pengawasan yaitu agar ada kejujuran dan 

kebenaran dalam pelaksanaan tugas, kebenaran tindakan yang tidak akan 

merugikan pihak lain, dan ada kemajuan dan perkembangan. 

Pengawasan alat peraga kampanye menjadi tugas dari Badan Pengawas 

Pemilu bersama Kesbangpol Bidang Politik Dalam Negeri Daerah Kota Medan 

yang juga bagian dari tim terpadu pemilu 2024. Alat Peraga kampanye yang 

ditertibkan sebagian besar ada di ruas jalan dan lokasi-lokasi strategis lain, tak 

terkecuali APK mobile dilakukan penerbitan, oleh masing-masing parpol dan tim 

pemenangan calon. Semua alat peraga kampanye yang ada didepan jalan, ataupun 

yang dipasang secara mobile sudah ditertibkan olah masing-masing partai, dan tim 

pemenang dan terpantau oleh Tim terpadu. Alat peraga seperti spanduk , Baliho , 

Poster , bendera , umbul- umbul dan stiker para bakal calon legislatif (bacaleg) 

menjamur di beberapa titik jalan di kota Medan.  

Pengaturan titik lokasi pemasangan APK tersebut sebagai upaya dalam 

menjaga nilai etika dan estetika agar tidak mengganggu keindahan kota. Meski 

KPU sudah menentukan titik lokasi tempat pemasangan APK, namun kondisi di 

lapangan jauh dari apa yang diharapkan pihak KPU. Sebab masih saja ada tim 

kampanye atau simpatisan Paslon yang memasang APK sembarangan. masih 

banyaknya pelanggaran dalam pemasangan APK, akibat dari minimnya 

koordinasi pihak tim kampanye. (Akhyar Anshori 2023 ) 

Bawaslu kota Medan mencatat hasil inventaris 21 Panwascam , ada banyak 

alat peraga yang diduga berpotensi melanggar aturan dengan berjumlah sampai 
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Ribuan. Koordinator divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan 

Masyarakat (P2H) , tidak sedikit beberapa spanduk dan baliho para bacaleg 

tersebut melanggar aturan, misalnya sudah berani memasang nomor urut , dan ada 

juga yang mengajak untuk mencoblos , sementara penetapan DCT oleh KPU 

belum di tetapkan . Padahal seharusnya Alat Peraga yang dipasang hanya sebatas 

untuk sosialisasi saja. Namun , sudah ada yang mengarah ke Alat Peraga 

Kampanye (APK). Kemudian bawaslu kota Medan juga sudah melakukan 

langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kesbangpol kota 

Medan dalam hal penertiban Alat peraga yang melanggar ini (Bawaslu 2023) 

Peran Badan Kesbangpol senantiasa bersinergi dengan KPU dan Bawaslu, 

TNI POLRI Pengawas pemilu ikut berperan dalam melakukan pengawasan 

metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang terdiri atas 

pemasangan Alat  Peraga Kampanye di tempat umum. Pengawas Pemilu 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode kampanye dilaksanakan 

pada 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan 

DPRD, dan setelah ditetapkan sebagai pasangan calon untuk pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang. dilaksanakan selama 

21 (dua puluh satu) hari    sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa 

tenang. 

Beberapa indikator keberhasilan Pemilu Tahun 2024 adalah berlangsung 

aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku, partisipasi pemilih yang tinggi , tidak 

terjadi konflik, dan pemerintahan yang tetap berjalan lancar, sampai saat ini 

indikator tersebut berjalan dengan baik. urgensi pengawasan pemilu partisipatif 
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salah satunya untuk mengembalikan dan menjaga hakekat bahwa pemilu adalah 

milik rakyat. Peran penting pemerintah, penyelenggara, pengawas dan peserta 

pemilu guna meningkatkan kecerdasan pemilih adalah sebuah keharusan melalui 

aktivitas kegiatan yang bertujuan mencerdaskan pemikiran masyarakat serta 

membangun sikap aktif bagi masyarakat pemilih itu sendiri .khususnya bagi para 

pemilih pemula. (Akhyar Anshori 2023 ). Disamping itu Pemilu merupakan  

wahana nyata dari pendidikan politik. Adapun dukungan dari pemerintah terhadap 

Pilkada tahun 2024 dengan memberikan pendidikan politik dengan tujuan untuk 

menciptakan jiwa politik kepada setiap individu berupa keyakinan konsep, 

pengetahuan dan wawasan politik sehingga mampu menciptakan kesadaran 

terhadap persoalan politik dan sikap politik (Ariyanto 2021) 

Pada Pemilihan Tahun 2024 ini Badan Kesbangpol sesuai Tugas pokok dan 

Fungsinya melaksanakan tugas pemantauan pelaksanaan pemilu melalui Tim 

Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan 

Pilkada Tahun 2024 bersama dengan Unsur Forkopimda di Kota Medan. Peran 

dan fungsi Badan Kesbangpol adalah merupakan bagain dari tanggung jawab 

pemerintah dalam pelayanan publik. Perkembangan administrasi publik mengarah 

pada kinerja aparatur pemerintah yang profesonalisme di bidang pelayanan publik 

(Siti Hajar 2021) 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 

Nomor 20 Tahun 2023, Masa Tenang Pemilu berlangsung selama tiga hari 

sebelum hari pemungutan suara. Selama Masa Tenang, peserta Pemilu dilarang 

melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.  Bawaslu juga mengimbau 

seluruh peserta Pemilu untuk segera melakukan penertiban/menurunkan Alat 
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Peraga Kampanye secara mandiri sebelum dimulainya masa tenang dan tidak 

melakukan kegiatan yang berpotensi kampanye pada masa tenang," bunyi 

imbauan tersebut.  Masa kampanye Pemilu 2024 telah dimulai sejak 28 November 

2023 hingga 10 Februari 2024. Tiga hari setelahnya, yaitu 11-13 Februari 2024 

merupakan masa tenang, sebelum pemungutan suara digelar pada 14 Februari 

2024. peserta pemilu tidak diperbolehkan melakukan kampanye, termasuk 

sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan aktivitas-aktivitas 

lainnya. Sehingga segala bentuk kampanye seperti pemasangan alat peraga 

kampanye dan penyebaran bahan kampanye harus dihentikan dan dibersihkan oleh 

peserta pemilu. 

Berdasarkan obsevarsi pra riset diperoleh informasi bahwa penertiban Alat 

Peraga Kampanye (APK) bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(kesbangpol), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satpol PP Kota Medan 

berlangsung di berbagi kawasan Kecamatan se-Kota Medan. Diawali dengan apel 

di halaman Kecamatan Medan Kota. Hadir Kepala Badan Kesbangpol dengan 

didampingi oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa serta dari Bidang Politik Dalam 

Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Badan Kesatuan Banga dan Politik ( 

Kesbangpol ) Kota Medan bersama tim gabungan melakukan monitoring dan 

penertiban pada hari pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye ( APK ). Tim 

gabungan tersebut selain terdiri dari Kesbangpol juga ada  Bawaslu Kota Medan, 

KPU , Polrestabes Medan, Kodim,  Bagian Hukum Kota Medan,  Satpol PP dan 

dibantu Dinas Perhubungan. 

Pelaksanaan Penertiban APK ini berlangsung serentak selama tiga hari 

diseluruh wilayah Kota Medan. Kepala Badan Kesbangpol Kepala Badan 
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Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan, Andy Mario Siregar saat 

melakukan monitoring Penertiban APK, sesuai rute yang ditempuh pihaknya ada 

menemukan adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye diluar ketentuan  KPU. 

Peserta Pemilu atau partai politik  kesadarannya cukup tinggi untuk mentaati 

peraturan atau rambu-rambu yang sudah diberikan dalam pemasangan alat 

kampanye tersebut. Untuk menegakan peraturan serta menjaga kondusifitas 

Pemilu pihak Kesbangpol bersama Bawaslu Kota Medan, terus akan melakukan 

penertiban jika masih terdapat pemasangan APK yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku,  sampai sebelum masa tenang sekaligus menertibkan 

dengan cara persuasife dan secara lisan, dan juga pencopotan alat peraga kampaye 

tersebut manakala peserta Pemilu tersebut tidak mengindahkan ketentuan yang 

sudah digariskan. 

Badan Kesbangpol dapat meningkatkan kerjasama, koordinasi dan kinerja 

dengan baik dalam penanganan gangguan keamanan secara terpadu termasuk 

gangguan keamanan jelang Pilkada. Ada titik kritis yang harus 

diwaspadai  berpotensi menimbulkan protes, kericuhan dan kerusuhan yakni pada 

saat penetapan data pemilih tetap (DPT), pengajuan konstentan Pemilu, 

pelaksanaan kampanye, penertiban alat peranga kampaye memasuki minggu 

tenang serta penghitungan suara dan penetapan hasil perolehan suara pasangan 

calon kepala daerah/wakil kepala daerah.   

Salah satu upaya yang dilakukan Kesbangpol Kota Medan untuk 

mewujudkan pemilu tertib, aman, lancar dan damai yakni dengan membentuk 

Posko Pemantauan Pemilu 2024. Posko ini bertujuan untuk menghimpun data dan 

berita perkembangan terkini langsung dari semua Kota Medan dengan melibatkan 
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unsur  forkopimda dan kesbangpol kabupaten dan stakeholder lainnya. 

Pelaksanaan pemilu yang baru saja dilaksanakan dapat dipertahankan bahkan 

kalau perlu kita tingkatkan kualitasnya pada pelaksanaan Pilkada serentak pada 

bulan November, demikian pula sebaliknya segala kelemahan dan kekurangan 

yang didapatkan dari hasil evaluasi pemantauan kali ini kemudian akan di perbaiki 

pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan akan datang. 

Berdasarkan paparan permasalahan penertiban alat peraga kampanye dalam 

rangka menjaga kondusifitas Pemilu yang terkait dengan tugas dan peran 

Kesbangpol Kota Medan penulis mengetengahkan judul penelitian yakni: “ 

Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat 

Peraga Kampanye di Kota Medan”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana  Fungsi  Pengawasan 

Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota 

Medan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk Mengetahui Fungsi 

Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga 

Kampanye di Kota Medan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

pengalaman, dan wawasan, khususnya mengenai gambaran Fungsi 

Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga 

Kampanye di Kota Medan 

2. Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah refeensi dan 

kajian ilmiah dalam bidang sosial tentang Fungsi Pengawasan Langsung 

Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota 

Medan 

3. Secara Praktris diharapkan hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh 

peneliti selanjutnya dalam menggali dan mengeksplorasi terkait 

pengembangan aspek sosial tentang Fungsi Pengawasan Langsung 

Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota 

Medan. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

BAB II URAIAN TEORITIS  

Bab Ini Berisikan Tentang Pengertian Fungsi, Konsep Pengawasan, Tujuan 

Dari Fungsi Pengawasan, Pengawasan Langsung, Pengawasan Yang Efektif, 

Prosedur Pengawasan.  

 



9 
 

 

 BAB III METODE PENELITIAN  

Pada Bab Ini Berisikan Tentang Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, 

Informan, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data, Analisi Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari hasil 

pengamatan dan pengambilan data dilapangan. 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan Saran. 
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BAB II  

URAIAN TEORITS 

 

2.1. Fungsi 

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan 

kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut 

para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda 

Zainal (Skripsi: “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan 

Kompetensi). 

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama 

berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut 

memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining 

Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat 

hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang 

masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau 

pelaksanaannya. 

Organisasi akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu 

melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya. Menurut Simbolon 

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya 

guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya. (Simbolon 2024) 
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2.2. Konsep Pengawasan 

Menurut S.P Siagian (2003 : 258), pengawasan ialah keseluruhan upaya 

pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai 

kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sedangkan menurut Robbins dan Coulter didalam buku Ismail Solihin (2009 : 193), 

pengendalian, pengawasan atau (controlling) merupakan proses monitoring 

terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk 

memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki 

penyimpangan yang terjadi. 

Kemudian menurut Mondy, R.W dalam Abdul Jalaludin Sayuti (2017:118) 

pengawasan adalah proses membandingkan kinerja aktual dengan standar dan 

melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Menurut Irham Fahmi (2017:138)  

mengemukakah secara umum pengertian pengawasan adalah sebagai cara suatu 

organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh 

mendukung terwujudnya visi misi suatu organisasi. 

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa, pengawasan merupakan faktor 

penting dalam organisasi. Dengan demikian, pengawasan berkaitan erat dengan 

fungsi manajemen lainnya terutama fungsi perencanaan. Seperti terlihat dalam 

kenyataan, langkah awal proses pengawasan merupakan langkah awal 

perencanaan. Begitu pula dengan fungsi-fungsi lainya yang juga berhubungan erat 

dengan fungsi pengorganisasian , penyusunan personalia dan pengarahan yang 

telah direncanakan secara efektif. 
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Pengawasan adalah tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kinerja 

agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan 

adanya petunjuk- petunjuk dan intruksi-intruksi yang jelas sehingga tujuan yang 

telah ditentukan dapat tercapai. 

Menurut Ismail Solihin (2017 : 193), mengemukakan bahwa pada dasarnya 

fungsi pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang 

dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 

a. Manfaat dari pengawasan, adalah : 

1) Mempertebal rasa tanggung jawab pegawai yang telah diberi 

wewenang untuk menjalankan tugas dengan baik. 

2) Mendidik pegawai agar melaksankan perkerjaan sesuai dengan 

standar yang telah di tetapkan. 

3) Mencegah terjadinya kelemahan, kelalaian dan penyimpangan agar 

tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 

4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan supaya dalam 

pelaksanaan perkerjaan tidak menemui hambatan-hambtan. 

Menurut S.P Siagian (2003:261), mengemukakan bahwa manfaat terpenting 

dari pengawasan, yaitu : 

1) Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata 

dalam mana organisasi berada. 

2) Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi 

rencana dengan efisien dan efektif. 

3) Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan 

kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional. 
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4) Mengetahui langkah-langkah apa saja yang segera diambil untuk 

menghargai kinerja yang memuaskan. 

5) Dapat melakukan tindakan preventif apa saja yang segera dapat 

dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut. 

Menurut Rahayu Relawati (2018 : 111), fungsi pengawasan adalah sebagai 

berikut :  

1. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan 

kegiatan. 

2. Memonitor pelaksanaanya 

3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan 

4. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan. 

 

2.3. Tujuan Dari Fungsi Pengawasan 

Tujuan pengawasan menurut Juliana (2018 : 72), adalah untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan 

tindakan koreksi yang di perlukan agar tujuan dapat tercapai. Memastikan apakah 

apa yang telah direncanakan dan di organisasikan dapat berjalan dengan baik. 

Rahayu Relawati (2012 : 107) , tujuan dari pengawasan adalah untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila penyimpangan tersebut 

sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah 

kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula. 

Selain itu menurut S.P Siagian (2003 : 258), mengemukakah bahwa tujuan 

dari pengawasan itu sendiri adalah untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan 

yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, 
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termasuk suatu strategi yang telah di tetapkan sebelumnya tanpa perlu 

mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan 

ditetapkan. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa tujuan dari 

pengawasan, yaitu : 

1) Membandingkan antara pelaksana dengan standar yang telah dibuat. 

2) Untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan, kesulitan, dan kegagalan 

dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan. 

3) Pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan yang 

baru terjadi akan tetapi untuk masa-masa yang akan datang. 

Siagian dalam Nursan dan Fakhri 2019, mengemukakan bahwa indikator 

pengawasan antara lain: 

1) Penentuan standar hasil kerja 

Penentuan standar hasil kerja dalam suatu instansi penting untuk 

dilakukan, penentuan standar tersebut dilakukan dan ditetapkan bersama 

sebagai alat pengukur suatu pekerjaan. Setiap pegawai haruslah 

mematuhi setiap standar yang telah ditetapkan sehingga dalam 

melaksanakan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan terlaksana tetap 

pada waktunya. 

Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam hal ini diukur melalui standar 

yang telah ditetapkan dalam melakukan pengawasan, hal-hal yang 

bersifat keprilakuan pun harus diukur, seperti semangat dan disiplin 

kerja. Berdasarkan standar itulah kemudian hasil pekerjaan dihadapkan 

dan diuji. 
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2) Pengukuran hasil pekerjaan 

Pengukuran hasil pekerjaan merupakan langkah yang dilakukan untuk 

memperoleh petunjuk apabila terdapat penyimpangan dari rencana yang 

telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan memberikan intruksi 

kemudian memeriksa setiap pekerjaan yang dilakukan apakah telah 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3) Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi 

Koreksi merupakan tindakan yang harus diambil. Pemimpin selaku 

pengawas melakukan langkah perbaikan apabila terdapat penyimpangan, 

penyelewengan, dan pemborosan, pemimpin dapat pula memberikan 

sanksi ataupun teguran kepada pegawai yang melakukan kesalahan 

seperti datang terlambat, tugas tidak selesai pada waktunya, atau tidak 

hadir tanpa alasan 

 

2.4. Pengawasan Langsung 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh 

pimpinan atau pengawas dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan 

ditempat (on the spot) terhadap objek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini 

dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik, maka yang dimaksud dengan 

pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan administratif dan pemeriksaan 

fisik di lapangan. 
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Detail Istilah - Pengawasan Langsung Bentuk Pengawasan Langsung antara 

lain : 

1) Inspeksi Langsung 

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung 

oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan. 

2) Observasi Ditempat 

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan 

terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan. 

3) Laporan Ditempat 

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan secara 

langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan yang 

dilakukan. 

Rahayu Relawati (2012 : 107) , tujuan dari pengawasan adalah untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila penyimpangan tersebut 

sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah 

kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula. 

Selain itu menurut S.P Siagian (2003 : 258), mengemukakah bahwa tujuan 

dari pengawasan itu sendiri adalah untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan 

yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, 

termasuk suatu strategi yang telah di tetapkan sebelumnya tanpa perlu 

mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan 

ditetapkan. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa tujuan dari 

pengawasan, yaitu : 
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1) membandingkan antara pelaksana dengan standar yang telah dibuat. 

2) Untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan, kesulitan, dan kegagalan 

dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan. 

3) Pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan yang 

baru terjadi akan tetapi untuk masa-masa yang akan dating. 

 

2.5. Pengawasan Yang Efektif 

Menurut Siswanto (2017 : 149) , pengawasan yang efektif yaitu adanya unsur 

keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman : 

1) Tepat waktu, yaitu informasi harus dihimpun dan segare di evaluasi secara 

cepat 

2) Objektif dan Komprensif, artinya mudah dipahami. 

3) Terpusat, dengan memutuskan pada bidang yang paling banyak 

kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar. 

4) Secara ekonomi realistik, dimana biaya pengawasan harus ditekan 

seminimum mungkin. 

5) Secara organisasi realistik, yaitu cocok dengan keadaan yang ada di 

organisasi. 

6) Berkoordinasi dengan arus pekerjaan organisasi, karna dapat 

menimbulkan sukses atau gagal seluruh operasi. 

7) Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, 

sehingga organisasi dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan 

yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru. 
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8) Preskriptif dan Operasional, pengendalian efektif dapat mengidentifikasi 

tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan 

dari standar. 

9) Diterima para anggota organisasi, artinya pengendalian harus bertalian 

dengan tujuan yang berarti dan diterima. 

 

2.6. Prosedur Pengawasan  

Menurut Maringan Masry Simbolon (2018 : 76) Mengemukakan diantara 

prosedur pengawasan yaitu sebagai berikut :  

a. observasi dan pengamatan, yaitu suatu hal yang harus dipertimbangkan 

bahwa pimpinan secara periodik perlu mengadakan observasi terhadap 

bawahan.  

b. Pemberian contoh, hal ini sangat penting bagi pimpinan, hal ini 

dikarenakan akan dapat membantu hasil dari pengawasan.  

c. Pencatatan dan pelaporan, merupakan hal yang penting bagi organisasi 

sebagai alat pembukuan.  

d. Pembatasan wewenang, disini perlu adanya pembatasan wewenang 

bawahan yang melebihi dari yang telah ditentukan, agar tidak terjadi 

penyimpangan.  

e. Menentukan peraturan, perintah dan prosedur.  

f. Anggaran,merupakan alat untuk dilaksanakan perintah pimpinan.  

g. Sensor, yaitu suatu tindajan preventif  

h. Tindakan disiplin. 
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Selanjutnya menurut Panglaykim dan Pangestu (1960 : 182) untuk dapat 

mengontrol ada beberapa cara, yaitu :  

a. mengadakan peninjauan sendiri.  

b. Laporan secara lisan, yaitu dengan mengadakan pertemuan langsung.  

c. Laporan tertulis  

Adapun menurut Maringan Masry Simbolon (2004 : 70) ada beberapa syarat 

pengawasan yang efektif, adalah sebagai berikut : 

a.  Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan 

seseorang.  

b. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pemimpin dan 

peribadinya 

c. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-

hal penting.  

d. Pengawasan harus objektif.  

e. Pengawasan harus Fleksibel.  

f. Pengawasan harus hemat, disini pengawasan harus dinilai dengan biaya.  

g. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Menurut (Sugiyono 2019) adapun jenis penelitian pada skripsi ini adalah 

penelitian studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan suatu metode yang bermaksud untuk memahami apa yang 

dialami oleh subjek penelitian secara holistik (holistic) dan dengan cara deskriptif 

dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif (Fadli, 

M. R, 2021). Penelitian diskriptif kualitatif dilakukan dengan menganalisis, 

menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang 

dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang 

diteliti dan terjadi di lapangan (Lindawati 2020).  

Penelitian ini akan menggali fakta yang ada mengenai Fungsi Pengawasan 

Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota 

Medan Data diambil secara sistematis, faktual dan akurat di lapangan. Data yang 

diambil berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang 

didapatkan langsung kepada pengumpul data. Dalam hal ini didapatkan dengan 

observasi dan wawancara langsung kepada pihak terkait dalam hal ini di 

Kesbangpol Kota Medan. Data sekunder menurut (Sugiyono 2019) ;  merupakan 

data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data. 
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Data sekunder biasanya bisa berupa dokumen, jurnal artikel, pemberitaan 

online maupun dari buku. Wawancara dilakukan dengan informan yang dapat 

memberikan informasi lengkap dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Penelitian ini secara umum dalah studi deskriptif yang merupakan suatu cara 

yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dan bertujuan untuk 

menggambarkan atau melukiskan apa yang diteliti serta berusaha memberikan 

gambaran yang jelas mengenai apa yang menjadi pokok penelitian. 

 

3.2. Kerangka Konsep  

Kerangka Konsep Kerangka konsep pemikiran dalam penelitian ini adalah 

gambaran tentang Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam 

Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan. digambarkan sebagi berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi Pengawasan Langsung 

Badan Kesbangpol Dalam 

Penertiban Alat Peraga 

Kampanye di Kota Medan 

 

Fungsi Pengawasan 
(Siagian dalam Nursan dan Fakhri 

2019) 

Indikator  Pengawasan : 

1) Penentuan standar hasil kerja 

Kesbangpol. 

2) Pengukuran hasil pekerjaan 

Kesbangpol. 

3) Koreksi terhadap penyimpangan 

yang mungkin terjadi di 

Kesbangpol.. 

Pemilu Damai: 

Tertib Aman dan Lancar 

Penertiban Alat Peraga 

Kampanye di Kota Medan 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 
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3.3. Defenisi Konsep  

Adapun defenisi konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Fungsi Pengawasan Langsung : pengendalian, pengawasan atau 

(controlling) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas 

yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas 

yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan 

yang terjadi 

2. Badan Kesbangpol : Badan Kesbangpol merupakan unsur pelaksana 

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan 

politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah. 

3. Penertiban : adalah perbuatan, hal yang menertibkan, proses, pembuatan 

atau cara menjadi tertib.Kata penertiban dapat diartikan sebagai kegiatan 

yang mengubah sesuatu menjadi hal baru yang memiliki nilai yang lebih 

tinggi dari sebelumnya 

4. Alat Peraga Kampanye : Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau 

bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya 

dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang 

dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak 

orang memilih Peserta Pemilu tertentu. 
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3.4. Kategorisasi Penelitian  

Menurut (Siagian, P Sondang 2018) kategorisasi menunjukkan bagaimana 

cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang 

menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut 

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :  

Siagian dalam Nursan dan Fakhri 2019, indikator pengawasan antara lain: 

1. Adanya Penentuan standar hasil kerja Kesbangpol. 

2. Adanya Pengukuran hasil pekerjaan Kesbangpol. 

3. Adanya Koreksi terhadap yang mungkin terjadi (Penyimpangan, 

penyelewengan dan pemborosan). 

 

3.5. Informan 

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan 

narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta 

menjalin kerja sama dengan peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini  yakni: 

1) Kepala dan atau Staf Kesbangpol Kota Medan. 

2) Petugas Pelaksana Lapangan. 

3) Dua Orang mewakili Masyarakat peserta Pemilu. 

 

3.6. Sumber Data Penelitian 

3.6.1 Data Primer  

Data primer merupakan data utama yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Data primer yaitu berupa data dalam bentuk verbal baik ojek 

materi maupun wawancara yang dilakukan kepada subjek yang dapat 
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dipercaya, yakni subjek penelitian atau infroman yang berkenaan dengan 

objek yang diteliti atau yang diperoleh dari responden secara langsung. 

(Arikunto 2010). 

3.6.2 Data Sekunder  

Data sekunder adalah data pendukung data utama yag digunakan 

untuk menambah pengayaan dalam pembahasan penelitian. Data sekunder 

merupakan jenis data yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti dari 

narasumber yang bersangkutan. Data sekunder berupa studi kepustakaan dan 

domkumentasi, baik dari buku, arsip, data statistik, jurnal, dan lain-lain. 

 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian 

ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

3.7.1 Wawancara  

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Metode Interview yaitu proses Tanya 

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau 

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang 

diberikan. 

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhahadapan salah 

seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan 
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kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan 

keyakinannya”. 

Jenis wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah jenis 

wawancara terbuka yang artinya wawancara dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, wawancara terbuka dilakukan 

pada tokoh masyarakat atau kepala desa dan wawancara tertutup artinya 

wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang menuntut jawaban 

tertuentu. 

 

3.8. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.  

Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk 

dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain. Analisis data menggunakan metode 

berfikir deduktif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menarik suatu 

kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum atau teori-teori menuju 

pernyataan-pernyataan khusus dengan penalaran. Dengan metode ini, penulis 

mengambil kesimpulan dari pernyataan yang umum. 
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3.9. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara berlamat di 

Jalan. Jendral Besar A.H. Nasution, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota 

Medan, 20143, Sumatera Utara adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur 

Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, 

Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Sumatera Utara. Dalam Peraturan Daerah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah yang bersifat spesifik di bidang Administrasi Umum, Pembinaan Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan 

Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi 

Kemasyarakatan Serta Tugas Pembantuan.  

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&sca_esv=8c3ca00e3320c518&sca_upv=1&cs=0&q=kantor+badan+kesatuan+bangsa+dan+politik+provsu+kota+medan+alamat&ludocid=11088458440835222294&sa=X&ved=2ahUKEwjPuejKuoGHAxW4R2wGHePwCoYQ6BN6BAgFEAI
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a)  Tugas, Pokok, Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Sumatera Utara 

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dipimpin oleh 

Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan 

politik dalam negeri. 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman dalam melaksanakan 

tugas mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. 

3. Pelaksanaan dan pembinaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa 

dan politik dalam negeri. 

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan 

bangsa dan politik dalam negeri. 

5. Peleksanaan kesekretariatan badan; dan 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

Fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b) Struktur Organisasi 

 

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman 

adalah : 
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1. Kepala Badan. 

2. Sekretariat. 

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

4. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi. 

5. Bidan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. 

6. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. 

7. Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa. 

8. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional. 

9. Subbidang Politik Dalam Negeri. 

10. Subbidang Ketahanan. 

11. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional. 

12. Subbidang Penanganan Konflik. 

13. Subbidang Kewaspadaan Nasional. 

14. Unit Pelaksana Teknis; dan 

15. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c) Sekretariat 

Subbagian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan 

kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta 

mengoordinasikan pelaksanaan tugas organisasi. 

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat. 

2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan. 

3. Pelaksanaan urusan umum. 

4. Pelaksanaan urusan kepegawaian. 

5. Pelaksanaan urusan keuangan. 
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6. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi. 

7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik; dan 

8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik. 

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan 

urusan kepegawaian, dan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

2. Perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian. 

3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan. 

4. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan. 

5. Pengelolaan dokumentasi dan informasi. 

6. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan 

pegawai. 

7. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha 

kepegawaian; dan 

8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum 

dan Kepegawaian. 

2) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, 

urusan perencanaan dan evaluasi, dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 
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1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan 

Evaluasi. 

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan 

perencanaan dan evaluasi. 

3. Pelaksanaan perbendaharaan dan pembuku, serta pelaporan keuangan. 

4. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik. 

5. Penggordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat 

dan pelaksanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan 

6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian 

Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi. 

3) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

melaksanakan tugas membina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter 

bangsa melaksanakan : 

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan 

dan Karakter Bangsa. 

2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, 

dan karakter bangsa. 

3. Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; 

4. Pembinaan karakter bangsa. 

5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Bina 

Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. 
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4) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan 

pembauran kebangsaan melaksanakan fungsi : 

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan 

Kebangsaan. 

2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi negara, wawasan 

kebangsaan, dan pembauran kebangsaan. 

3. Pembinaan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara. 

4. Pembinaan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan 

penghargaan kebangsaan; dan 

5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Bina 

Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. 

5) Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa 

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas menyiapkan 

bahan pembinaan karakter bangsa melaksanakan fungsi : 

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa. 

2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan karakter bangsa. 

3. Pembinaan karakter bangsa, kesadaran bela negara dan cinta tanah air. 

4. Pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa kejuangan. 

5. Pembinaan dan fasilitasi toleransi dan kerukunan dalam hidup 

beragama; dan 

6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang 

Pembinaan Karakter Bangsa. 
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d) Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional 

Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional melaksanakan 

tugas membina politik dalam negeri dan ketahanan nasional melaksanakan : 

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan 

Nasional. 

2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan 

nasional. 

3. Pembinaan politik dalam negeri. 

4. Pembinaan ketahanan nasional; dan 

5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Politik Dalam 

Negeri dan Ketahanan Nasional. 

1) Subbidang Politik Dalam Negeri 

Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan 

bahan pembinaan politik dalam negeri melaksanakan fungsi : 

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Politik Dalam Negeri. 

2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri. 

3. Pembinaan kehidupan demokrasi, hak asasi manusia dan pendidikan 

politik. 

4. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil 

Presiden, pemilihan Legislatif serta pemilihan Kepala Daerah. 

5. Pembinaan kelembagaan partai politik; dan 

6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Politik 

Dalam Negeri. 
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2) Subbidang Ketahanan Nasional 

Subbidang Ketahanan Nasional mempunyai tugas menyiapkan 

bahan pembinaan ketahanan nasional melaksanakan fungsi : 

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Ketahanan Nasional. 

2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan ketahanan nasional. 

3. Pembinaan ketahanan nasional. 

4. Pelayanan, pembinaan dan pengawasan dan fasilitasi organisasi 

kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan orang asing di 

daerah. 

5. Pengoordinasioan, pelaksanaan dan pembinaan pencegahan, 

pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkotika; dan 

6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjs Subbidang 

Ketahanan Nasional. 

e) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional 

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas 

melaksanakan penanganan konflik dan membina kewaspadaan nasional 

melaksanakan tugas : 

1. Penyusunan rencanan kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan 

Nasional. 

2. Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik dan pembinaan 

kewaspadaan nasional. 

3. Pelaksanaan penanganan konflik. 

4. Pembinaan kewaspadaan nasional. 
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5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksnaan kerja Bidang Penanganan 

Konflik dan Kewaspadaan Nasional. 

1) Subbidang Penanganan Konflik 

Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pelaksanaan penanganan konflik melaksanakan : 

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Penanganan Konflik. 

2. Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik. 

3. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan konflik, dan pemulihan pasca 

konflik. 

4. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama intelijen keamanan. 

5. Pengoordinasian dan pembinaan masyarakat perbatasan. 

6. Pemantauan daerah rawan konflik; dan 

7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penanganan 

Konflik. 

2) Subbidang Kewaspadaan Nasional 

Subbidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pembinaan kewaspadaan dini masyarakat melaksanakan : 

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Kewaspadaan Nasional. 

2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan kewaspadaan dini masyarakat. 

3. Pelaksanaan dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat. 

4. Fasilitasi Forum Kewaspdaan Dini Masyarakat. 

5. Pelayanan rekomendasi penelitian dan pengawasan penelitian; dan 

6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang 

Kewaspadaan Nasional. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Penyajian Data 

Dalam bab ini penulis membahas serta menyajikan deskripsi data yang telah 

diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan 

data dan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu penulis datang langsung ke lokasi 

penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait yang akan 

menjawab pertanyaan sesuai permasalahan penelitian dan kemudian ditarik suatu 

kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Fungsi Pengawasan Langsung Badan 

Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan 

Penulis sebelumnya melakukan pengumpulan data dan dokumentasi yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian kemudian melakukan proses wawancara. 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri atas 3 orang dari pihak Fungsi 

Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga 

Kampanye di Kota Medan dan 2 perserta konstestan (Caleg) Partai yang 

berkampaye dengan memasang alat peranga kampaye. 

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024 di Badan Kesbangpol 

Kota Medan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan 

masalah penelitian serta data-data yang dapat mendukung dalam penelitian ini. 

Data-data tersebut berupa jawaban dan pernyataan dari para narasumber yang 

nantinya akan dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini. 
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1. Deskripsi Narasumber 

 

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medam. Adapun keadaan 

narasumber sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Keadaan Narasumber Berdasarkan Jenis Jabatan 

 

No. Nama Jenis Kelamin Jabatan  

1. Erfin Muharmasyah. 

S. Sos 

Laki-laki a. Kepala Bidang 

Politik Dalam 

Negeri  

 

2. Rita Indriani, SE Perempuan Staff Bidang 

Administrasi 

Pendidikan 

Politik 

3. Rolind Priyady, ST Laki-laki Konstestan 

Pemilu 

4. M.  Sultan Laki-laki Konstestan 

Pemilu 

    Sumber: Badan Kesbangpol Kota Medan. 2024 

 

 

Tabel 4.2. 

Keadaan Narasumber Berdasarkan Umur 

 

No Nama Umur 

1.  Erfin Muharmasyah. S. Sos 51 Tahun 

2.  Rita Indriani, SE 43 Tahun 

3.  Rolind Priyady, ST 40 Tahun 

4.  M.  Sultan 49 Tahun 

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 orang nara sumber atau 

informan, diketahui usia rata-rata usainya sudah dewasa yakni; antara 40 

tahun sampai dengan 51 tahun, dimana usia tersebut sangat matang dan 

memiliki kapasitas pengalaman yang cukup tinggi untuk memberikan data 

keterangan dan informasi yang relevan dengan penelitian ini 
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Tabel 4.3. 

Keadaan Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

 

No Nama Pendidikan 

1. Erfin Muharmasyah. S. Sos S1 

2. Rita Indriani, SE S1 

     3. Rolind Priyady, ST S1 

     4. M.  Sultan SLTA 

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 orang nara sumber atau 

informan, diketahui usia rata-rata pendidikannya adalah sarjana (S1) dan hanya 

satu orang yang berpendidikan SLTA dimana jenjang pendidikan tinggi dan 

sedang tersebut tersebut sangat memiliki kapasitas ilmu pengetahuan yang 

cukup luas serta sangat memahami dan response dalam menyampaikan data 

keterangan dan informasi yang relevan dengan topic penelitian ini 

 

Tabel 4.4. 

Keadaan Narasumber Berdasarkan Pangkat Dan Golongan  

 

No Nama Pangkat/Golongan 

   1. Erfin Muharmasyah. S. Sos Golongan IVd Pembina 

Madya 

   2. Rita Indriani, SE Golongan IVb Pembina TK. I 

   3. Rolind Priyady, ST - 

   4. M.  Sultan - 

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 orang nara sumber atau 

informan, diketahui bahwa 1 orang Golongan IVd Pembina Mady, 1 orang 

Golongan IVb Pembina TK. I dimana ketua informan dan nara sumber 

tersebut memiliki otoritas dalam bidang pekerjaan dan jabatannya sangat 

memahami seluk beluk dan pengaman di bidang profesi dan pekerjaanya. 

Sedangkan dua orang informan lain karena bukan Pegawai Negeri Sipil selain 

hanya petugas partai tentunya juga sangat memahami dan memiliki 
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pengetahuan yang cukup baik di bidang politik dan aturan tentang pelaksanan 

kampanye Pemilu. 

2. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para 

narasumber/responden dilapangan, maka data dapat dianalisis satu 

persatutentang jawaban narasumber/responden sehingga diperoleh rekapitulasi 

data sebagai berikut: 

a) Adanya Penentuan standar hasil kerja Badan Kesbangpol Dalam 

Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan. 

Menganalisis apakah Badan Kesbangpol Kota berperan dan 

terlibat secara langsung dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota 

Medan dapat dijelaskan bahwa melalui Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 

2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pemerintah bertanggung 

jawab untuk mengawasi alat peraga kampanye. Menurut Erfin 

Muharmasyah. S. Sos, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol 

Kota medan Badan Kesbangpol Kota berperan dan terlibat secara 

langsung dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan 

memiliki peran penting dalam melaksanakan peraturan kepala daerah 

dan peraturan daerah termasuk didalamnya menyangkut regulasi 

pelaksanaan Pemilu. Untuk membantu melaksanakan tugasnya Badan 

Kesbangpol Kota berperan dan terlibat secara langsung dalam 

penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan, bersama lintas 

pengamana lainnya termasuk Satpol PP melaksanakan penertiban alat 

peraga kamapanye dilapangan. 
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Sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 

maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol untuk 

melakukan penertiban terkait peraturan tersebut. terdapat banyak alat 

peraga kampanye. Sebelum pelaksanaan penertiban APK, sehari 

sebelum memasuki masa tenang, para anggota partai politik diberikan 

surat oleh Kesbangpol untuk menertibkan sendiri APK-nya.  

 

“Menurut Erfin Muharmasyah. S. Sos, Kepala Bidang 

Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota medan sebelum 

itu, ada rapat bersama Bawaslu, KPU, dan Kesbangpol. 

Setelah rapat bersama, hasil dari rapat tersebut baru 

ditentukan jadwal turun. Pada saat jadwal turun itu nanti, 

akan diadakan apel gabungan bersama di Kesbangpol. 

Setelah itu, dibagi kelompok perkecamatan di mana tiap 

kelompok dikoordinir oleh Satpol. Setelah pembongkaran 

APK, itu akan dibawa dan diserahkan keKesbangpol serta 

diberikan laporan jumlah APK yang diturunkan, dari 

baliho sampai benderanya. Peneliti mendapati bahwa 

kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Badan 

Kesbangpol sudah cukup baik. Banyak yang mereka 

temui Spanduk, Baliho dan bentuk alat peraga kampanye 

lainya”. 

  

Adapun tanggapan konstentas Pemilu atas penertiban alat peraga 

kampaye tersebut yakni, menurut Rolind Pribady, ST Konstestan 

Pemilu dan M.  Sultan Konstestan Pemilu, mendukung penertiban Alat 

Peraga Kampanye (APK) Pemilu yang dinilai melanggar aturan. Kita 

memberi apresiasi kepada tindakan petugas gabungan yang berhasil 

melakukan penertiban APK tersebut. Namun demikian kita berharap 

agar kiranya penertiban alat peraga kampanye tersebut benar-benar 

terukur yakni jangan sampai yang tidak melanggrar aturan juga 

ditertibkan. 
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Prihal tetang apakah ada fungsi pengawasan langsung Badan 

Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan 

dapat di paparkan bahwa Suatu aturan atau kebijakan akan berjalan 

dengan baik apabila dilakukannya penyuluhan atau sosialisasi terkait 

aturan atau kebijakan tersebut kepada objek kebijakan tersebut 

sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanan penertiban alat 

peraga kampanye di Kota Medan sesuai dengan dasar hukum yaitu 

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan 

Umum. Inilah peraturan yang kemudian haruslah di sosialisasikan 

kepada para partai politik sebagai objek kebijakan.  

“Menurut Erfin Muharmasyah. S. Sos, Kepala Bidang 

Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota medan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan 

berperan penting dalam pengawasan kampanye yang 

bertujuan untuk menciptakan Pemilu yang aman, damai, 

jujur, dan adil, dalam kehidupan demokrasi di Indonesia 

khususnya di Kota medan. Peneliti mendapati bahwa 

pengawasan tersebut sudah gencar dilakukan Badan 

Kesbangpol pada beberapa kali rapat bersama yang 

diselenggarakan oleh bawaslu kepada para perwakilan 

anggota Partai Politik. Bersama dengan tim penertiban 

yang terdiri dari berbagai instansi seperti Satpol PP, 

Dishub, DLH, Bapenda, Linmas, TNI, Polri, dan KPU, 

Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada 

lagi APK atau bahan kampanye yang tersisa di kota 

Medan”. 

 

Menyangkut tentang ada penentuan standar hasil kerja Badan 

Kesbangpol dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Medan dapat 

di jelaskan bahwa pelaksanaan untuk setiap kebijakan atau kegiatan harus 

terencana dengan baik melalui adanya penentuan standar hasil kerja yang 

telah ditetapkan. penentuan standar hasil kerja merupakan upaya bersama 

untuk menentukan parameter capaian kerja sebagaimana yang diharapkan.   
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“Sesuai dengan hasil wawancara dengan Rita Indriani, 

SE, Staff Bidang bagian administrasi pendidikan politik 

Kesbangpol Kota Medan penentuan standar hasil kerja 

cukup penting agar mendukung jalannya suatu kegiatan 

yang akan dilaksanakan, kegiatan penertiban alat peraga 

kampanye yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol 

haruslah dilakukan dengan standar hasil kerja sudah 

ditetapkan dengan kordinasi bersama berbagai instansi 

terkait seperti Bawaslu dan juga KPU agar dalam 

pelaksanaanya efektif dann mencapai sasaran yang sudah 

ditentukan”.  

 

b) Adanya Pengukuran hasil pekerjaan Kesbangpol. 

 

Mengurai analisasi tantenag Apakah ada pengukuran hasil pekerjaan 

Badan Kesbangpol Kota dalam aspek pengawasan langsung penertiban 

alat peraga kampanye di Kota Medan dapat dijelaskan bahwa Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran penting dalam 

penertiban alat peraga kampanye (APK) selama masa pemilihan umum. 

Untuk memastikan bahwa proses penertiban berlangsung secara efektif 

dan sesuai dengan regulasi yang ada, biasanya ada beberapa standar hasil 

kerja yang dapat ditetapkan, meskipun mungkin tidak selalu dicantumkan 

secara eksplisit dalam dokumen resmi.  

“Menurut Rita Indriani, SE, Staff Bidang bagian 

administrasi pendidikan politik Kesbangpol Kota Medan, 

beberapa aspek yang dapat menjadi standar hasil kerja 

Badan Kesbangpol dalam penertiban APK antara lain: 

Kepatuhan terhadap Regulasi: yakni  Penertiban APK 

harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, termasuk Undang-Undang Pemilihan Umum dan 

peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Standar ini 

mencakup kepatuhan terhadap jumlah, ukuran, dan lokasi 

pemasangan APK; Waktu Penertiban: Penertiban APK 

harus dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, baik 

sebelum maupun selama masa kampanye. Standar ini 

mencakup kecepatan dan ketepatan waktu dalam 

menanggapi laporan atau pelanggaran yang terjadi; 

Koordinasi dan Kolaborasi: Badan Kesbangpol perlu 
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berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti KPU, 

kepolisian, dan pemerintah daerah. Standar ini mengukur 

sejauh mana kolaborasi dan komunikasi dilakukan untuk 

memastikan penertiban yang efektif; Transparansi Proses: 

Proses penertiban harus dilakukan secara transparan dan 

akuntabel. Standar ini mencakup dokumentasi yang jelas 

dan laporan yang dapat diakses oleh publik mengenai 

tindakan yang diambil; Pengawasan dan Evaluasi: 

Setelah penertiban, perlu ada evaluasi mengenai 

efektivitas tindakan yang diambil. Standar ini mencakup 

pengumpulan data dan informasi mengenai dampak dari 

penertiban yang dilakukan”. 

 

Dengan menetapkan standar-standar tersebut, Badan Kesbangpol 

diharapkan dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas penertiban alat 

peraga kampanye, sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan lebih 

tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Soal tentang apakah pengukuran hasil pekerjaan Badan Kesbangpol 

Kota dalam aspek pengawasan langsung penertiban alat peraga kampanye di 

Kota Medan, efektif berjalan dan mencapai hasil sebagaimana yang sudah 

direncanakan, maka dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan data Badan 

Kesbangpol, saya dapat menganalisis hasil kerja mereka pada aspek 

pengawasan langsung pengendalian alat peraga kampanye. Berikut ringkasan 

pengukurannya: Pengawasan Langsung Pengendalian Alat Peraga 

Kampanye.  Jumlah Laporan Pemantauan Alat Peraga Kampanye: Badan ini 

telah berhasil menyerahkan 95% laporan pemantauan alat peraga kampanye 

tepat waktu, sehingga memastikan pemantauan alat peraga kampanye tepat 

waktu dan akurat. 

 

“Menurut Rita Indriani, SE, Staff Bidang bagian 

administrasi pendidikan politik Kesbangpol Kota Medan,  

Tingkat Kepatuhan: 92% alat kampanye terbukti 

mematuhi peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh 
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lembaga tersebut, yang menunjukkan adanya pengawasan 

dan pengendalian yang efektif. Secara keseluruhan, 

kinerja Badan Kesbangpol dalam pengawasan langsung 

pengendalian alat peraga kampanye patut diacungi 

jempol, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, respon 

yang tepat waktu terhadap permasalahan, dan verifikasi 

alat peraga kampanye yang efektif”. 

 

Sesuai denga hasil tinjauan tenatang apa kendala dan solusi yang 

ditemui dalam rangka efektifitas pengukuran hasil pekerjaan Badan 

Kesbangpol Kota dalam aspek pengawasan langsung penertiban alat peraga 

kampanye di Kota Medan, maka berdasarkan data yang diperoleh Badan 

Kesbangpol, saya dapat menganalisis kendala dan solusi yang ditemui 

dalam rangka efektivitas pengukuran hasil kerja mereka pada aspek 

pengawasan langsung pengendalian alat peraga kampanye. 

“Rita Indriani, SE, Staff Bidang bagian administrasi 

pendidikan politik Kesbangpol Kota Medan, Hambatan 

yang di temui adalah, antara lain;  Sumber Daya yang 

Terbatas; Badan ini menghadapi keterbatasan sumber 

daya, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan 

infrastruktur, yang menghambat kemampuan mereka 

untuk mengawasi dan mengendalikan alat-alat kampanye 

secara efektif. Kompleksitas Alat Peraga Kampanye: 

Kompleksitas dan cakupan alat peraga kampanye 

menyulitkan lembaga tersebut untuk memantau dan 

mengendalikannya secara efektif. Akurasi Data: Badan 

ini mengalami kesulitan dalam memastikan keakuratan 

data pendukung kampanye, sehingga mempengaruhi 

keandalan upaya pemantauan dan pengendalian mereka. 

Gangguan Komunikasi: Gangguan komunikasi antara 

lembaga dan pemangku kepentingan, termasuk 

penyelenggara kampanye dan vendor, menghambat 

efektivitas pengawasan dan pengendalian alat-alat 

kampanye. Kurangnya Pedoman yang Terstandar: 

Kurangnya pedoman dan peraturan yang terstandarisasi 

untuk alat bantu kampanye menyulitkan lembaga tersebut 

untuk memastikan kepatuhan dan menegakkan 

akuntabilitas. 

 

Untuk mengatasi hal tersebut maka solusinya yakni    

Alokasi Sumber Daya: Badan ini mengalokasikan 
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kembali sumber daya untuk memprioritaskan 

pengawasan dan pengendalian alat peraga kampanye, 

memastikan bahwa personel dan anggaran yang cukup 

dialokasikan untuk tugas ini.     Proses Pemantauan yang 

Disederhanakan: Badan ini menyederhanakan proses 

pemantauannya dengan menerapkan sistem standar untuk 

melacak data pendukung kampanye, mengurangi risiko 

kesalahan dan meningkatkan akurasi.     Peningkatan 

Komunikasi: Badan ini membangun saluran komunikasi 

yang jelas dengan para pemangku kepentingan, termasuk 

pertemuan rutin dan pembaruan untuk memastikan bahwa 

semua pihak mendapatkan informasi dan keselarasan. 

Pedoman Standar: Badan ini mengembangkan dan 

menerapkan pedoman dan peraturan standar untuk alat 

peraga kampanye, untuk memastikan bahwa semua pihak 

mengetahui harapan dan persyaratannya.  Pelatihan dan 

Peningkatan Kapasitas: Badan ini memberikan program 

pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi personelnya 

untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan 

mereka dalam mengawasi dan mengendalikan alat peraga 

kampanye”. 

 

  Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut dan menerapkan 

solusinya, Badan Kesbangpol mampu meningkatkan efektivitas pengukuran 

hasil kerja pada aspek pengawasan langsung pengendalian alat peraga 

kampanye. 

c) Adanya Koreksi terhadap yang mungkin terjadi (Penyimpangan, 

penyelewengan dan pemborosan). 

 

Menganalisasi apakah ada dilakukan upaya  koreksi terhadap 

penyimpangan aspek pengawasan langsung yang mungkin terjadi 

(Penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan).  

Berdasarkan gasil wawancara dengan Rita Indriani, SE, Staff 

Bidang bagian administrasi pendidikan politik Kesbangpol Kota Medan, 

berikut beberapa koreksi yang dilakukan Kesbangpol terkait 

penyimpangan aspek pengawasan langsung dalam pengendalian alat 

peraga kampanye.  
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“Koreksi yang Dilakukan, yakni: Peningkatan 

Pemantauan: Kesbangpol telah memperkuat sistem 

pemantauannya untuk memastikan bahwa semua alat 

kampanye diawasi dan dikendalikan dengan baik. Hal ini 

mencakup inspeksi dan audit berkala untuk mendeteksi 

adanya penyimpangan atau penyimpangan. 

Penguatan Pengendalian Internal: Kesbangpol telah 

memperkuat pengendalian internalnya untuk mencegah 

dan mendeteksi kesalahan, penyimpangan, dan penipuan. 

Hal ini mencakup penerapan kontrol keuangan yang kuat, 

prosedur pengadaan, dan sistem manajemen inventaris. 

Peningkatan Akuntabilitas: Kesbangpol telah 

meningkatkan akuntabilitas di kalangan personelnya 

dengan menerapkan sistem checks and balances untuk 

memastikan bahwa semua perlengkapan kampanye 

dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik”. 

   

  Tindakan Perbaikan: Kesbangpol telah mengambil tindakan 

perbaikan untuk mengatasi segala penyimpangan, penyalahgunaan, dan 

pemborosan yang teridentifikasi atau terdeteksi. Hal ini termasuk 

menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa 

terjadi di masa depan. 

Apakah koreksi terhadap penyimpangan aspek pengawasan 

langsung tersebut memberi manfaat pada orientasi tugas Badan 

Kesbangpol Kota dalam aspek pengawasan langsung penertiban alat 

peraga kampanye di Kota Medan, berdasarkan analisis dapat disimpulkan 

bahwa koreksi penyimpangan pada aspek pengawasan langsung 

memberikan manfaat yang signifikan terhadap orientasi tugas Badan 

Kesbangpol Kota pada aspek pengawasan langsung pengendalian alat 

peraga kampanye. Berikut beberapa manfaatnya: 

“Menurut Rita Indriani, SE, Staff Bidang bagian 

administrasi pendidikan politik Kesbangpol Kota Medan, 

Manfaat:  Peningkatan Orientasi Tugas: Koreksi 
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penyimpangan memastikan bahwa orientasi tugas 

lembaga terfokus pada pencapaian tujuan dan sasarannya, 

yang sangat penting dalam pengawasan langsung 

pengendalian alat peraga kampanye. Peningkatan 

Akuntabilitas: Koreksi penyimpangan endorong 

akuntabilitas di antara personel lembaga, karena mereka 

bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan 

terhadap peraturan dan pedoman. 

    Peningkatan Efisiensi: Koreksi penyimpangan 

membantu menghilangkan penundaan dan inefisiensi 

yang tidak perlu, sehingga memungkinkan lembaga untuk 

fokus pada tugas dan tanggung jawab prioritas tinggi. 

Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Koreksi 

penyimpangan memberikan wawasan dan data berharga 

yang dapat memberikan masukan bagi pengambilan 

keputusan yang lebih baik, memungkinkan lembaga 

untuk beradaptasi terhadap perubahan keadaan dan 

meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan. 

    Peningkatan Kepatuhan: Koreksi penyimpangan 

memastikan bahwa kegiatan lembaga tersebut mematuhi 

undang-undang, peraturan, dan pedoman yang relevan, 

yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan 

kredibilitas publik”. 

 

Dengan mengoreksi penyimpangan pada aspek pengawasan 

langsung, Badan Kesbangpol Kota dapat meningkatkan orientasi tugas, 

akuntabilitas, efisiensi, pengambilan keputusan, kepatuhan, reputasi, dan 

kolaborasi. Hal ini pada akhirnya dapat memberikan hasil yang lebih baik 

dalam pengawasan langsung terhadap pengendalian alat peraga kampanye 

dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. 

Menilik siapakah atau unit pengawasan manakah yang 

melakukan koreksi terhadap yang mungkin terjadi (Penyimpangan, 

penyelewengan dan pemborosan).  Dalam konteks kinerja Badan 

Kesbangpol pada aspek pengawasan langsung terhadap pengendalian 

pengawasan alat peraga kampanye, maka unit pemantauan yang bertugas 

melakukan koreksi terhadap potensi penyimpangan, penyalahgunaan, dan 
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pemborosan oleh satuan tugas Pengendalian Internal yang dilaksanakan 

oleh Unit Pelaksana Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional 

“Menurut Rita Indriani, SE, Staff Bidang bagian 

administrasi pendidikan politik Kesbangpol Kota 

Medan,Unit Pelaksana Teknis; dan Kelompok Jabatan 

Fungsional bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

pengendalian internal lembaga efektif dan efisien dalam 

mencegah dan mendeteksi kesalahan, penyimpangan, dan 

penipuan. Peran utama Unit Pelaksana Teknis adalah 

memantau dan memperbaiki segala penyimpangan, 

penyalahgunaan, dan pemborosan yang mungkin terjadi 

selama pelaksanaan kegiatan badan tersebut”. 

 

Tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis; dan Kelompok Jabatan 

Fungsional meliputi; Pemantauan yakni memantau aktivitas dan transaksi 

lembaga untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan, penyalahgunaan, 

dan pemborosan; Mendeteksi, mendeteksi segala kesalahan, 

penyimpangan, atau penipuan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan 

kegiatan lembaga; Memperbaiki, yakni melakukan koreksi terhadap 

setiap penyimpangan, penyalahgunaan, dan pemborosan yang telah 

diidentifikasi atau terdeteksi; Pencegahan yakni berupaya mencegah 

terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, dan pemborosan serupa di 

masa mendatang dengan menerapkan tindakan perbaikan dan perbaikan. 

Tindakan perbaikan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis; dan 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat mencakup; Pelaporan, yalno 

melaporkan setiap penyimpangan, penyalahgunaan, dan pemborosan 

kepada otoritas atau pemangku kepentingan terkait; Tindakan Korektif 

yakni menerapkan tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang 

teridentifikasi; Perbaikan, yakni mengidentifikasi area yang perlu 
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diperbaiki dan merekomendasikan perubahan pada kebijakan, prosedur, 

dan praktik lembaga. 

Dengan adanya Satuan Pengawasan Internal yang efektif, Badan 

Kesbangpol dapat memastikan bahwa kegiatannya dipantau, 

dikendalikan, dan diperbaiki dengan baik, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kinerja dan efektivitasnya secara keseluruhan dalam aspek 

pengawasan langsung terhadap pengendalian alat peraga kampanye 

 

4.2.  Pembahasan 

Adanya standar khusus yang berkaitan dengan Pengawasan dan penertiban 

alat peraga kampanye Badan Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye 

di Kota Medan di tuangkan dalam yang mencakup pedoman mengenai jenis materi 

kampanye yang dapat digunakan, di mana materi tersebut dapat ditampilkan, dan 

waktu penggunaannya untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan. 

Pengendalian alat peraga kampanye dilakukan sesuai dengan peraturan, penegakan 

hukum. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang 

sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi 

tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam 

Nining Haslinda Zainal (2008). 

Kerangka Peraturan: Pihak berwenang menetapkan aturan yang jelas 

mengenai jenis materi kampanye yang diperbolehkan, termasuk ukuran, 

penempatan, dan konten. Peraturan ini membantu memastikan bahwa semua 

kandidat mematuhi standar yang sama. Tindakan Penegakan: Jika ditemukan 

pelanggaran, pihak berwenang dapat mengeluarkan peringatan, denda, atau 
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meminta penghapusan materi yang tidak sah. Dalam beberapa kasus, tindakan 

hukum dapat diambil terhadap kandidat atau partai yang berulang kali melanggar 

aturan. Tujuannya yakni mendidik para kandidat dan masyarakat tentang peraturan 

seputar alat peraga kampanye juga dapat menjadi bagian penting dari proses 

pengendalian, membantu mendorong praktik yang adil selama pemilu. 

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga kesetaraan selama pemilu dan 

memastikan bahwa proses pemilu berlangsung. Pemantauan dan pengendalian alat 

peraga kampanye memberikan beberapa manfaat penting, antara lain: 

1. Keadilan dalam Pemilu: Dengan memastikan bahwa semua kandidat 

mematuhi aturan yang sama mengenai materi kampanye, pemantauan 

membantu menciptakan persaingan yang setara. Hal ini mendorong 

keadilan dan kesetaraan di antara para kandidat, sehingga mengurangi 

risiko salah satu kandidat memperoleh keuntungan yang tidak adil. 

2. Transparansi: Pengendalian yang efektif terhadap alat-alat kampanye 

meningkatkan transparansi dalam proses pemilu. Pemilih bisa lebih yakin 

bahwa materi kampanye yang mereka temui adalah sah dan mematuhi 

peraturan yang telah ditetapkan. 

3. Pencegahan Misinformasi: Pemantauan membantu mencegah penyebaran 

informasi yang menyesatkan atau salah melalui materi kampanye. Dengan 

mengatur konten, pihak berwenang dapat mengurangi kemungkinan 

praktik penipuan yang dapat menyesatkan pemilih. 

4. Ketertiban dan Estetika Umum: Mengontrol tempat dan cara alat peraga 

kampanye dipajang membantu menjaga ketertiban umum dan kualitas 

estetika ruang publik. Hal ini dapat mencegah kekacauan dan memastikan 
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bahwa materi kampanye tidak menghalangi pandangan atau menimbulkan 

bahaya keselamatan. 

5. Mendorong Kampanye yang Bertanggung Jawab: Ketika para kandidat 

mengetahui bahwa alat-alat kampanye mereka akan diawasi, mereka akan 

lebih cenderung terlibat dalam kampanye yang bertanggung jawab dan 

beretika. Hal ini dapat menghasilkan wacana yang lebih bijaksana dan 

penuh hormat selama pemilu. 

6. Peningkatan Keterlibatan Pemilih: Peraturan dan pemantauan yang jelas 

dapat membantu pemilih lebih memahami lanskap kampanye. Ketika 

materi diatur dengan baik, pemilih dapat lebih mudah mengidentifikasi 

kandidat yang sah dan platform mereka. 

7. Akuntabilitas: Pemantauan menciptakan sistem akuntabilitas bagi 

kandidat dan partai politik. Jika mereka tahu bahwa mereka sedang 

diawasi, kecil kemungkinan mereka untuk melakukan praktik tidak etis, 

seperti vandalisme atau penggunaan materi ilegal. 

8. Peningkatan Kepatuhan terhadap Hukum: Pemantauan rutin membantu 

memastikan bahwa kandidat mematuhi undang-undang dan peraturan 

pemilu, yang dapat menghasilkan proses pemilu yang lebih lancar dan 

perselisihan yang lebih sedikit. 

 Secara keseluruhan, manfaat pemantauan dan pengendalian alat-alat 

kampanye berkontribusi pada proses demokrasi yang lebih sehat, menumbuhkan 

kepercayaan dan keterlibatan di antara para pemilih, sekaligus mendorong praktik 

kampanye yang etis.  
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Adanya pengukuran hasil kerja Kesbangpol dalam Pengawasan dan 

penertiban alat peraga kampanye umumnya terfokus pada beberapa standar utama 

untuk menilai efektivitas. Rahayu Relawati (2012 : 107) , tujuan dari pengawasan 

adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila 

penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan 

adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula. 

Berikut adalah beberapa pengukuran umum yang digunakan: 

1. Tingkat Kepatuhan: Mengukur persentase kandidat dan partai politik 

yang mematuhi peraturan mengenai alat peraga kampanye. Tingkat 

kepatuhan yang tinggi menunjukkan pengendalian dan penegakan 

hukum yang efektif. 

2. Jumlah Pelanggaran: Melacak jumlah pelanggaran atau pelanggaran 

yang dilaporkan terkait dengan alat peraga kampanye dapat 

memberikan wawasan mengenai efektivitas upaya pemantauan. 

Penurunan pelanggaran dari waktu ke waktu mungkin menunjukkan 

peningkatan kepatuhan dan kesadaran. 

3. Waktu Respons: Mengukur seberapa cepat Kesbangpol merespons 

laporan pelanggaran dapat menunjukkan efisiensi proses pemantauan 

dan penegakan hukum. Waktu respons yang lebih cepat dapat 

meningkatkan kredibilitas lembaga tersebut. 

4. Masukan Masyarakat: Survei atau masukan dari masyarakat dan 

kandidat dapat membantu mengukur persepsi mengenai keadilan dan 

efektivitas peraturan pendukung kampanye. Umpan balik positif 

mungkin mencerminkan keberhasilan implementasi. 
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5. Dampak terhadap Hasil Pemilu: Menganalisis apakah pengendalian 

alat-alat kampanye telah mempengaruhi hasil pemilu, seperti jumlah 

pemilih atau tingkat keberhasilan kandidat, dapat memberikan 

wawasan mengenai efektivitas langkah-langkah ini. 

6. Penjangkauan Edukasi: Jumlah program atau materi edukasi yang 

dibagikan kepada kandidat dan masyarakat mengenai peraturan alat 

kampanye dapat menjadi ukuran upaya proaktif untuk mendorong 

kepatuhan. 

7. Kolaborasi dengan Lembaga Lain: Besarnya kerjasama dengan 

lembaga pemilu lain atau penegak hukum dapat menunjukkan adanya 

pendekatan komprehensif dalam memantau dan mengendalikan alat-

alat kampanye. 

8. Berkurangnya Pengaduan: Berkurangnya pengaduan dari kandidat atau 

masyarakat mengenai isu-isu pendukung kampanye dapat menandakan 

bahwa upaya pengendalian telah berjalan efektif. 

 Dengan menganalisis pengukuran ini, Kesbangpol dapat menilai dampak 

pekerjaannya dalam mengendalikan alat peraga kampanye dan melakukan 

penyesuaian yang diperlukan untuk memperbaiki proses pemilu di masa depan. 

Menurut S.P Siagian (2003 : 258), pengawasan ialah keseluruhan upaya 

pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai 

kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Kesbangpol, sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi 

pengendalian alat peraga kampanye, biasanya melakukan berbagai koreksi dan 

perbaikan sebagai respons terhadap penyimpangan, penyalahgunaan, dan 
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pemborosan yang teridentifikasi. Kemudian menurut Mondy, R.W dalam Abdul 

Jalaludin Sayuti (2017:118) pengawasan adalah proses membandingkan kinerja 

aktual dengan standar dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Menurut 

Irham Fahmi (2017:138)  mengemukakah secara umum pengertian pengawasan 

adalah sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, 

serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi misi suatu organisasi. 

Meskipun tindakan spesifik mungkin berbeda tergantung wilayah dan siklus 

pemilu, berikut beberapa koreksi umum yang mungkin dilakukan: 

1. Penguatan Peraturan: Kesbangpol dapat merevisi peraturan yang ada atau 

memperkenalkan pedoman baru untuk mengatasi celah atau ambiguitas 

yang menyebabkan penyalahgunaan atau penyimpangan dalam 

penggunaan alat bantu kampanye. 

2. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan tambahan 

bagi staf dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemilu 

dapat membantu memastikan bahwa setiap orang memahami peraturan 

dan pentingnya kepatuhan. Hal ini dapat mencakup lokakarya atau sesi 

informasi untuk kandidat dan timnya. 

3. Sistem Pemantauan yang Lebih Baik: Penerapan sistem pemantauan yang 

lebih kuat, seperti alat pelacakan digital atau peningkatan inspeksi 

lapangan, dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi 

penyimpangan dengan lebih efektif. Hal ini mungkin melibatkan 

penggunaan teknologi untuk menyederhanakan proses pelaporan dan 

pemantauan. 
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4. Mekanisme Pelaporan yang Lebih Jelas: Membangun saluran yang lebih 

jelas untuk melaporkan pelanggaran atau kekhawatiran dapat mendorong 

lebih banyak pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi 

tentang penyalahgunaan atau pemborosan. Ini dapat mencakup opsi 

pelaporan anonim. 

5. Kolaborasi dengan Lembaga Lain: Bekerja sama dengan lembaga 

pemerintah lainnya, seperti komisi pemilu atau penegak hukum, dapat 

meningkatkan kemampuan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga 

menghasilkan kontrol yang lebih efektif terhadap alat-alat kampanye. 

6. Kampanye Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai peraturan yang mengatur alat kampanye dapat membantu 

menjaga akuntabilitas kandidat. Ketika pemilih mendapat informasi, 

mereka dapat melaporkan penyimpangan dengan lebih efektif. 

7. Audit dan Evaluasi Reguler: Melakukan audit rutin terhadap penggunaan 

alat peraga kampanye dan proses pengawasan dapat membantu 

mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hal ini dapat 

menghasilkan keputusan berdasarkan data tentang koreksi yang 

diperlukan. 

8. Mekanisme Umpan Balik: Membangun mekanisme umpan balik bagi 

kandidat dan masyarakat dapat memberikan wawasan berharga mengenai 

efektivitas peraturan dan praktik yang ada saat ini, sehingga 

memungkinkan dilakukannya penyesuaian tepat waktu. 
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9. Hukuman bagi Ketidakpatuhan: Penerapan hukuman yang lebih ketat bagi 

kandidat atau partai yang melanggar peraturan alat peraga kampanye 

dapat mencegah penyalahgunaan dan mendorong kepatuhan terhadap 

peraturan. 

10. Tinjauan Pasca Pemilu: Setelah pemilu, melakukan tinjauan 

komprehensif terhadap proses pengawasan dan pengendalian dapat 

membantu mengidentifikasi keberhasilan dan bidang-bidang yang 

memerlukan perbaikan, sehingga mengarah pada praktik yang lebih baik 

dalam pemilu mendatang. 

 Dengan melakukan koreksi tersebut, Kesbangpol bertujuan untuk 

meningkatkan integritas proses pemilu, memastikan bahwa alat-alat kampanye 

digunakan secara tepat dan pemilu dilaksanakan secara adil.  
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BAB V  

PENUTUP 

5.1.  Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Fungsi Pengawasan Langsung Badan 

Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan, peneliti 

mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan dari uraian-uraian yang telah 

dikemukakan pada bab- bab sebelumnya, yaitu:  

1. Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol dalam pengendalian alat 

peraga kampanye bermanfaat dalam peningkatan Integritas Pemilu: Fungsi 

pengawasan langsung memainkan peran penting dalam menjaga integritas 

proses pemilu. Dengan memantau dan mengatur alat-alat kampanye, 

Kesbangpol membantu memastikan bahwa semua konstestan Pemilu 

bekerja secara adil, yang mana hal ini penting untuk pemilu yang adil. 

Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol Kota Medan Peningkatan 

Kepatuhan melalui pengawasan yang efektif, lembaga tersebut dapat 

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan kampanye secara signifikan. 

Hal ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan tetapi 

juga menumbuhkan budaya akuntabilitas di kalangan kandidat dan partai 

politik, sekaligus mewujudkan adanya kepercayaan dan Keyakinan 

terhadap proses pemilu. Ketika pemilih melihat adanya mekanisme untuk 

mengontrol materi kampanye, mereka akan lebih percaya pada keadilan dan 

transparansi pemilu. 

2. Fungsi pengawasan langsung memungkinkan Kesbangpol mengidentifikasi 

dan mengatasi permasalahan terkait alat peraga kampanye secara real-time. 

57 
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Pendekatan proaktif ini memungkinkan lembaga tersebut melakukan 

koreksi dan perbaikan dengan cepat, sehingga meminimalkan potensi 

masalah yang lebih besar selama siklus pemilu. Komitmen Badab 

Kesbangpol Kota Medan untuk memantau dan mengevaluasi praktik 

pengawasannya mengarah pada perbaikan berkelanjutan dalam kerangka 

peraturan. Dengan belajar dari pengalaman dan masukan di masa lalu, 

Kesbangpol dapat menyesuaikan strateginya agar lebih mampu menghadapi 

tantangan pemilu mendatang. 

3. Adanya Kolaborasi dan Keterlibatan lintas tugas Pengawasan ini 

meningkatkan efektivitas tindakan pengendalian secara keseluruhan dan 

mendorong tanggung jawab bersama untuk menegakkan integritas pemilu. 

 Kesimpulannya, Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesbangpol sangat 

penting untuk memastikan alat kampanye digunakan sebagaimana mestinya, 

sehingga menjaga proses demokrasi. Melalui pengawasan yang cermat, lembaga ini 

tidak hanya meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas namun juga menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, yang pada akhirnya berkontribusi 

terhadap lingkungan demokrasi yang lebih sehat.  

 

5.2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis 

memberikan saran-saran terhadap Fungsi Pengawasan Langsung Badan 

Kesbangpol Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Medan, adapun 

saran dari penulis yaitu: 

1. Fungsi Pengawasan Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Kesbangpol) dalam pengendalian alat peraga kampanye sangat penting 
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untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam proses pemilihan umum.  

Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Kesbangpol dengan 

instansi terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian, dan 

pemerintah daerah, untuk memastikan pengawasan yang lebih menyeluruh 

maka disarankan agar kedepan Kesbangpol Kota Medan dapat lebih 

memantapkan program sosialisasi dan edukasi kepada partai politik, calon 

legislatif, dan masyarakat mengenai peraturan yang mengatur alat peraga 

kampanye, agar semua pihak memahami batasan dan kewajiban mereka. 

Tindakan Tegas Terhadap Pelanggaran dan menetapkan sanksi yang tegas 

bagi pelanggaran terhadap aturan penggunaan alat peraga kampanye, 

termasuk pencabutan izin atau denda, untuk memberikan efek jera. 

2. Kesbangpol Kota Medan disarankan untuk adaptif menggunakan teknologi 

informasi untuk memantau dan mendokumentasikan penempatan alat 

peraga kampanye secara real-time, sehingga pengawasan dapat dilakukan 

lebih efektif dan efisien. 

3. Kesbangpol Kota Medan harus senantiasa melakukan evaluasi dan tindak 

lanjut, yalni melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan 

pengawasan alat peraga kampanye dan melakukan tindak lanjut berdasarkan 

hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan di masa mendatang 
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